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Masuk SN Percobaan,
Bayar Rp 3 Juta

SOREANG, (PR).~

Seinmlah orangtua siswa. SD Negeri Percobaan: di. Kecamatan:
Cilieuryl mengeluhkan pungutan dari sekolah. Sebagai penerima
Bantuan Operasional Sekolah, sekolah malah meminta dana sum=-
bangan pendidikan Rp 3 juta dan juran bulananRp70.000.

Seorang wall siswa, sebut saja Jomi (42); mengaku keberatan:
dengan pungutan. "Gaji saya keeil makanya saya masukkan anakke
sekolah megeri yang gratis. Ini rmalah liarus bayar iuran dam: dana

. sumbangamj”katany:a‘-sfenﬁi' (17/9/2018).

Joni berharap pemkab dan aparat ter it mengusut tuntas pungut--
anitw Apalagi, sudah texﬁadizsalhmvbeﬂahum—paﬁnmu

Aat Stmmirat, g di: SD it mengakui soal dana tersebut. “Ttu:
Bukan pungutan, tap i sumbangan: dan masuk dalana Tencana Kerja
dam Anggaran Sekolah. Ttw kesepalatan paraorang na siswa yang
dikﬂordimasiikomile;sek@‘l'ah,j”kataﬂya‘. ”

Aat menutorkan, sumbangan it bermula saat: SDN Percobaan’
Berubalr dari Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional menjadi seko--
1ah biasa seperti SD lainnya, 2013 lalu. “"Waktu RSBI memang bolel
ada pungutan karena banyak kegiatan. Saat jadi SDN percobaan, di-
heipuskan sehingga kami kelabakan. Terpaksa menghapus beberapa
proggram sekolah, tapi ditolak orangtua siswa,” katanya.

Dari sitalah, kata dia, orangtua siswa melalui komite sekolah se-
pakat menggalang dana iuran untuk meneruskan pembiayaan prog-
ram peninggalan RSBL Kesepakatan berjalan hingga PPDB 2018.

Ketua Komite SDN Percobaan Cileunyi, Pipin Saripin ‘tak me-
nempik soal pungutan itu. Kesepatakan furan sudah ada sejak masih
RSBI, tahun 2009. »pada PPDB 2018, DSP-nya Rp 3 juta dan bolan-
an Ryp 70.000. Itu hasii musyawarah orangtua siswa sebelum tahun
ajaran bar dimulai. Tak ada yaig [keberatan,” katanya.

Angka Rp 3 juta, menurut Pipin, muncul dari para prangiua sete-
lah disodori RKAS yang memuat kebutuhan pembiayaan program
unggulan sekolah tersebut. Namun, nilainya tak mengikat. Tidak di-
waji bkan bagl yang tak bisa bayar. /

"Memang sekolah dapat dana BOS, tapi tidak cukup untuk semua
program yang diselenggarakan sekolah. Untuk pengajar, sekolah
‘hanya memiliki 15 gurs 'PNS. Untuk mempertahankan kualitas pen-
didikan di sana, pertu guru honorer yang perlu diberi kesejahteraan.
Dana BOS hanya cukup mtuk menggaji petugas kebersthan dan kea-
manan,” katanya. (Handri Handriansyah)***
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